Wih! Pemerintah Teken Dana Desa

2022 Sebesar Rp770,4 Triliun
=]

Realitarakyat.com — Anggaran transfer ke daerah dan dana desa mendapat pos
anggaran terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
tahun 2022.

Dalam RAPBN yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi), dana desa mendapat
anggaran sebesar Rp770,4 triliun.

“Pada tahun 2022, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar
Rp770,4 triliun,” kata Presiden Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun
Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang
2021-2022, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (16/8/2021).

Presiden menjelaskan anggaran tersebut difokuskan untuk meningkatkan kualitas
belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan
kesejahteraan; melanjutkan kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk
peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah,
pembangunan SDM pendidikan dan penambahan belanja kesehatan prioritas.

Selanjutnya, meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK)
melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik berbasis kontrak dan DAK Non
Fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome, serta mendukung
perbaikan kualitas layanan; melanjutkan penguatan sinergi perencanaan
penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga dan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD); serta memprioritaskan penggunaan Dana
Desa untuk pemulihan ekonomi di desa, melalui program perlindungan sosial dan
kegiatan penanganan Covid-19, serta mendukung sektor prioritas.

“Pemerintah juga akan terus melakukan penguatan quality control terhadap TKDD
agar terjadi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok tanah
air, serta untuk memastikan program prioritas nasional yang dilakukan pemerintah
daerah berjalan efisien, efektif, transparan, dan berkeadilan,” katanya.

Kepala Negara menuturkan penajaman juga dilakukan dalam pengelolaan Dana Otonomi
Khusus Papua dan Papua Barat.

Ia menyebutkan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 membawa angin segar
perubahan pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang lebih baik. Pasalnya,
perpanjangan dan peningkatan besaran Dana Otsus menjadi 2,25 persen dari plafon
Dana Alokasi Umum nasional disertai dengan perbaikan dan penajaman kebijakan
dalam skema pengalokasian, penyaluran, dan tata kelola Dana Otsus.
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“Upaya itu diharapkan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat di tanah Papua,” katanya.[prs]



